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1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang harus patuh akan hukum pajak atau perpajakan di
Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pendapatan negara distribusi pajak bisa
bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif
dari wajib pajak. Dan ini bersifat legal dengan para pelaku usaha dengan merekayasa, Jadi
penghindaran pajak merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi pendapatan negara
menjadi turun dan penghindaran pajak merupakan hal yang dilakukan dengan merekayasa
laporan keuangan dan bisa juga merekayasa pendapatan bersih suatu usaha namun masih
dalam tindakan yang legal.

Kasus penghindaran pajak diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuantax avoidance atau
penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun.
Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran
pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara
dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin
(22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS).
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Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice
in the time of Covid-19 disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US$ 4,78 miliar setara Rp
67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia.
Sementara sisanya US$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang
orang pribadi.

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat untuk negara guna mensejahterakan masyarakat
dan negara dimana pengaruhnya atau imbalannya secara tidak langsung dan bersifat
memaksa untuk meningkatkan nilai kekayaan bersih negara dan meningkatkan nilai suatu
negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau
badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, 2013) dalam (Intansari, 2019).

Pengertian penghindaran pajak (tax avoidance) selalu diartikan sebagai kegiatan
meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan (legal) Model
penghindaran pajak kemungkinan sering terjadi pada ekspor komoditas. Para eksportir,
masih banyak menggunakan kontrak penjualan lama, yang belum direnegosiasi, untuk
pelaporan omset pada SPT Tahunan. (Lingga, 2012).

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan
perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan
perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang
(Chasbiandani & Martani, 2012) dalam (Intansari, 2019)

Pajak merupakan pendapatan terbesar di Indonesi, bisa ditinjau dan digunakan untuk
mensejahterakan negara dan memfasilitasi kebutuhan negara karena pajak berasal dari pajak
nasional seperti pajak bea cukai dan internasional seperti pajak devisa negara, serta pajak
investor yang menanamkan investasinya di Indonesia. Selain itu ada juga pajak yang bisa
didapatkan dari transaksi perusahaan perbankan, pajak orang pribadi dan pajak badan
hukum dari semua pajak yang didapatkan negara tidak lepas dari sistem pengendalian yang
baik dan seorang yang professional terhadap pekerjaannya dibidang perpajakan atau bagian
perpajakan untuk terus meningkatkan angka pajak di Indonesia dan dapat mencegah
penghindaran pajak dan penipuan perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia harus ada sistem kendali yaitu
berupa pengendalian internal untuk mencegah penghindaran pajak serta penipuan yang
dapat merugikan Negara, demi menciptakan wujud dari penerimaan pajak harus ada sistem
yang diterapkan secara maksimal baik sistem internal maupun eksternal dari pengendalian
internal tenaga kerja sumber daya manusia dan sumber daya yang lain seperti teknologi yang
dapat meningkatkan kendali system pengendalian yang baik yang dapat mencegah
penghindaran pajak dan penipuan.

Penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang pengendalian internal pencegahan fraud
dan penghindaran pajak ada penelitiannya (Soleman, 2013). Pencegahan fraud dilakukan
melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan
moral individu pada setiap level dalam organisasi. Dengan memadainya sistem pengendalian
internal dalam suatu instansi, menyebabkan penyusunan laporan keuangan ataupun laporan
pertanggungjawaban dapat meminimalisir risiko terjadinya kesalahan, sehingga laporan
keuangan atau laporan pertanggungjawaban yang dibuat berkualitas sesuai dengan
peraturaan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. (Armelia & Wahyuni, 2020)
Pengendalian internal sangat berperan dalam aspek bisnis online dalam hal pencegahan
penghindaran pajak dan penipuan. (Yasmin et all, 2021).

Kazimean, et al (2019) menemukan hal bahwa tekanan dapat terjadi dari (1) masalah pribadi,
seperti tekanan keuangan atau tekanan tambahan dan (2) pekerjaan tekanan lingkungan,
seperti melakukan berbagai pekerjaan dalam jumlah yang berlebihan diteliti oleh manajemen
sebagai akibat dari kelemahan pekerjaan sebagai awal mula tindakan penghindaran pajak dan
penipuan. Selain sistem yang baik untuk meningkatkan nilai pajak ada hal lain yaitu berupa
profesionalisme dalam bekerja di bidang perpajakan yaitu staff yang melakukan pekerjaan di
bidang atau bagian perpajakan haruslah seorang yang sudah professional dalam hal
kompetensi dan kemampuan yang dapat menunjang peningkatan pajak dan bisa menganalisis
pencegahan penghindaran pajak dan penipuan. Dalam pencegahan penghindaran pajak dan
pencegahan kecurangan diperlukan seseorang yang profesional, mencegah fraud
membutuhkan kinerja dan tindakan profesional karena tidak mungkin fraud bisa dicegah jika
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tidak menjalankan peranan dan tanggungjawabnya secara profesional. (Hayati &
Ramadhaniyati, 2015).

Profesionalisme dinilai yaitu dengan sikap profesionalisme “Mampu memberikan solusi
apabila terdapat ketidak-balance dari laporan keuangan neraca dan melakukan pengecekan
rutin” sehingga mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan (Sutriyadi & Elvin
Shelly, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah riset dalam penerapan pengendalian
internal yang baik dan seseorang profesional bisa mencegah penghindaran pajak. Penelitian
terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif dan datanya masih menggunakan data
sekunder, kelebihan dari penelitian ini yaitu penipuan penelitian ini berbeda dengan
penelitian yang sebelumnya karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif
dan menggunakan analisis dengan penerapan pengendalian internal yang diterapkan dan
seseorang yang profesionalisme dalam mencegah penghindaran pajak dan penipuan.

2. Landasan Teori

Fraud

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan Organisasi Anti Fraud
terbesar di dunia yang menyediakan pendidikan dan pelatihan anti fraud dan berkedudukan
di Austin, Texas, Amerika Serikat menyatakan bahwa fraud, Menurut Association of
Certified Fraud Examiners ACFE (2015), penipuan dalam arti luas dapat mencakup
kejahatan apapun untuk keuntungan yang menggunakan penipuan sebagai modus
operdanus utamanya.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners ACFE (2015), penipuan dalam arti luas
dapat mencakup kejahatan apapun untuk keuntungan yang menggunakan penipuan sebagai
modus operdanus utamanya. Association of Certified Fraud Examiners ACFE (2016)
mendefinisikan penipuan sebagai “penyajian yang keliru atas kebenaran”, Association of
Certified Fraud Examiners ACFE mengkategorikan penipuan menjadi tiga kelompok: (1)
Penipuan Laporan Keuangan, (2) Korupsi, (3) Penyelewengan aset, penyalahgunaan aset
adalah skema penipuan di mana suatu karyawan mencuri atau menyalahgunakan sumber
daya organisasi yang mempekerjakan, seperti pencurian uang tunai perusahaan, tagihan
palsu skema, dan laporan pengeluaran yang meningkat. Korupsi adalah skema penipuan
dimana karyawan yang melakukan transaksi dan bekerjasama dengan pihak diluar
perusahaaan, dan awalnya karyawan tersebut dengan pihak luar melakukan transaksi yang
sah dan etis tetapi lama kelamaan melakukan kecurangan karena tidak ada peninjauan dan
tidak ada pengawasan dan pihak karyawan tersebut mendapatkan persenan ilegal dari pihak
yang bekerja sama atau pihak luar.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering
dilakukan perusahaan yang masih dalam bingkai peraturaan perpajakan yang berlaku
(Suandy,2011) dalam (Midyastuty, 2017).

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan
perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan
Perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang
(Chasbiandani & Martani, 2012) dalam (Intansari, 2019).

Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini
dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini
dilakukan untuk mengindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban
perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur
secara gamblang.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Moeller (2012) bahwa Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personal lain, yang dirancang untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori efektivitas dan
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efisiensi operasi, kendala dari pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku.

Profesionalisme

Jadi profesionalisme berarti bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian dan pendidikan
khusus. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang dalam
melakukan profesi tertentu. (Sutriyadi & Elvin Shelly, 2022). Seseorang yang memiliki jiwa
profesionalisme sentiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang
profesional.

Penelitian Terdahulu

Menurut Suandy (2011) dalam (Midyastuty, 2017) penghindaran pajak adalah rekayasa ‘tax
affairs’ yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Jadi penghindaran
pajak merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi pendapatan negara menjadi turun
dan penghindaran pajak merupakan hal yang dilakukan dengan merekayasa laporan
keuangan dan bisa juga merekayasa pendapatan bersih suatu usaha namun masih dalam
tindakan yang legal.

Penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang pengendalian internal pencegahan fraud
dan penghindaran pajak ada penelitiannya (Soleman, 2013) pencegahan fraud dilakukan
melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan
moral individu pada setiap level dalam organisasi. Penelitian mengenai penghindaran pajak
pernah diteliti oleh (Midyastuty, 2017) perusahaan tetap tidak menerima manfaat pajak
walaupun sudah melakukan pembiayaan pajak dan perusahaan lebih memilih hutang yang
rendah untuk menghindari kesulitan keuangan. Pada teori agensi manajer cenderung
menyukai penggunaan hutang karena merupakan insentif pajak, sehingga mendorong
manajer untuk melakukan penghindaran pajak.

Kazimean, et al (2019) menemukan hal bahwa tekanan dapat terjadi dari (1) masalah
pribadi, seperti tekanan keuangan atau tekanan tambahan dan (2) pekerjaan tekanan
lingkungan, seperti melakukan berbagai pekerjaan dalam jumlah yang berlebihan diteliti
oleh manajemen sebagai akibat dari kelemahan pekerjaan sebagai awal mula tindakan
penghindaran pajak dan penipuan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Irawan, 2022) yang membandingkan penelitian kualitatif
dan kuantitatif mengenai penghindaran pajak untuk Indonesia menemukan hal untuk
pelaksanaan riset penghindaran pajak di Indonesia pun memiliki beberapa keterbatasan
khususnya untuk riset berbasis kuantitatif dengan data sekunder di mana data yang
digunakan hanya data perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI).
Sedangkan untuk data-data perusahaan tertutup sulit untuk mendapatkannya dan
kemungkinan pula sulit untuk dipublikasikan. Dengan memadainya sistem pengendalian
internal dalam suatu instansi, menyebabkan penyusunan laporan keuangan ataupun
laporan pertanggungjawaban dapat meminimalisir risiko terjadinya kesalahan, sehingga
laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban yang dibuat berkualitas sesuai dengan
peraturaan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. (Armelia & Wahyuni, 2020).
Pengendalian internal sangat berperan dalam aspek bisnis online dalam hal pencegahan
penghindaran pajak dan penipuan. (Yasmin et all, 2021). Penerapan Whistleblowing System
di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sudah cukup baik sesuai dengan PER-22 PJ/2011
tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan (Whistleblowing) di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Penerapan Whistleblowing System di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak sudah efektif untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran
yang terjadi agar dampaknya tidak semakin besar atau massif.

Dalam pencegahan penghindaran pajak dan pencegahan kecurangan diperlukan seseorang
yang profesional, mencegah fraud membutuhkan kinerja dan tindakan profesional karena
tidak mungkin fraud bisa dicegah jika tidak menjalankan peranan dan tanggungjawabnya
secara profesional. (Hayati & Ramadhaniyati, 2015).

Profesionalisme dinilai yaitu dengan sikap profesionalisme “Mampu memberikan solusi
apabila terdapat ketidak-balance dari laporan keuangan neraca dan melakukan pengecekan
rutin” sehingga mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan (Sutriyadi & Elvin
Shelly, 2022).
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Penelitian yang dilakukan oleh Kerangka model adalah penggabungan unik dari lini bisnis
model deteksi khusus dan kemampuan pemrosesan data besar, dikombinasikan dengan
potret psikologis-sosial para penghindar pajak akan memungkinkan identifikasi cepat
mereka, meskipun ini tidak berarti bahwa mereka akan melakukan tindakan ilegal.
(Stankevicius & Leonas, 2015).

3. METODE
Jenis Penelitian dan Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih
dalam atas suatu permasalahan (Cassell & Symon, 2004). Pendekatan studi literatur
digunakan dalam penelitian ini untuk menggali lebih lanjut berbagai teori dan riset-riset
terdahulu yang relevan. Literature review memiliki peran untuk membuka berbagai teori
yang mendukung argumentasi penelitian (Nakano & Muniz, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal

Penelitiannya (Soleman, 2013) menjelaskan indikator tekanan kesempatan, dan perbaikan
moral individu dalam pencegahan peniupuan yang mengungkapkan bahwa pencegahan fraud
dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan
perbaikan moral individu pada setiap level dalam organisasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh mengungkapkan dan mengkombinasikan dengan teori
kecurangan fraud triangle theory yang berpendapatan bahwa dengan mengurangi tekanan
dan kesempatan serta perbaikan moral individu dalam setiap level dalam organisasi dapat
mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan karena tekanan adalah masalah yang
terjadi dalam diri seseorang yang biasanya tekanan berasal dari tekanan keuangan dan
kesempatan berasal dari adanya kepercayaan untuk memegang tanggung jawab semakin
berkurangnya tekanan terhadap keuangan dan berkuranganya kesempatan untuk memegang
suatu kepercayaan akan mengurangi tingkat kecurangan jadi dapat mengurangi dan
mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan. Kekurangannya hanya
mengungkapnkan adanya tekanan dan kesempatan seharusnya di ungkapkan tekanan
kesempatan dan rasionalisasi untuk di hubungkan dengan pencegahan penghindaran pajak
dan penipuan.

Kazimean, et al (2019) menemukan hal bahwa tekanan dapat terjadi dari (1) masalah pribadi,
seperti tekanan keuangan atau tekanan tambahan dan (2) pekerjaan tekanan lingkungan,
seperti melakukan berbagai pekerjaan dalam jumlah yang berlebihan diteliti oleh manajemen
sebagai akibat dari kelemahan pekerjaan sebagai awal mula tindakan penghindaran pajak dan
penipuan.

Pengendalian internal sangat berperan dalam aspek bisnis online dalam hal pencegahan
penghindaran pajak dan penipuan. (yasmin et all, 2021) yang bermaksud dengan adanya
pengendalian yang ketat yang dapat mengcover semua lini bisnis baik secara online dan
offline maka dapat mencegah penghindaran pajak dan penipuan, kelemahannya ada pada
hanya menganalisis objek mengenai bisnis online sehingga lingkupnya kurang luas.

Dengan memadainya sistem pengendalian internal dalam suatu instansi, menyebabkan
penyusunan laporan keuangan ataupun laporan pertanggungjawaban dapat meminimalisir
risiko terjadinya kesalahan (Armelia & Wahyuni, 2020) dengan maksud bahwa pengendalian
internal yang baik sangat mendukung penyusunan laporan keuangan dapat di
pertanggungjawabakan kebenarannya dan dapat meminimalisir adanya kesalahakan karena
pengendalian internal yang baik control yang sangat ketat dapat menghindari adanya
kesalahan dalam laporan keuangan, laporan pajak, sehingga dapat mencegah adanya
penghindaran pajak dan penipuan.

Penghindaran pajak pernah diteliti oleh (Midyastuty, 2017) perusahaan tetap tidak menerima
manfaat pajak walaupun sudah melakukan pembiayaan pajak dan perusahaan lebih memilih
hutang yang rendah untuk menghindari kesulitan keuangan. Dalam penelitian oleh dinilai
walaupun membayar pajak secara rutin tetapi tetap tidak bisa menerima manfaat pajak secara
langsung, sehingga perusahaan memilih hutang yang rendah untuk menghindari kesulitan
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keuangan. Kelemahannya hanya meneliti penghindaran pajak dalam struktur modal
perusahaan.

Profesionalisme

Untuk hal lain yang dapat mencegah adanya penghindaran pajak dan pencegahan kecurangan
yaitu sikap profesionalisme yang mana arti dari kata profesionalisme merupakan bidang
pekerjaan yang dilandasi keahlian dan pendidikan khusus. Profesionalisme dapat diartikan
sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. (Sutriyadi &
Elvin Shelly, 2022) yaitu profesionalisme bidang perpajakan.

Dalam pencegahan penghindaran pajak dan pencegahan kecurangan diperlukan seseorang
yang professional, mencegah fraud membutuhkan kinerja dan tindakan profesional karena
tidak mungkin fraud bisa dicegah jika tidak menjalankan peranan dan tanggungjawabnya
secara profesional. (Hayati & Ramadhaniyati, 2015). Karena kinerja yang maksimal dan baik
disertai dengan tindakan profesional bisa mencegah adanya penghindaran pajak dan
penipuan dengan tanggung jawab yang profesional yang dapat mencerminkan sikap
profesionalisme yang ahli di bidangnya yaitu bidang perpajakan untuk kekurangannya yaitu
hal yang mungkinkan terjadi seperti adanya sikap semakin ahli dan semakin bisa dan taHu
celah untuk melakukan penghindaran pajak dan penipuan karena sudah biasa dan mampu
serta ahli dalam bidang perpajakan dan bisa memainkan kecurangan untuk tujuan membuat
kerugian negara.

Profesionalisme di nilai yaitu dengan sikap profesionalisme “Mampu memberikan solusi
apabila terdapat ketidak-balance dari laporan keuangan neraca dan melakukan pengecekan
rutin” sehingga mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan (Sutriyadi & Elvin
Shelly, 2022). Dalam hal ini pengecekan yang rutin terhadap laporan keuangan laporan
perpajakan bisa mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan, namun ada hal
kelemahan yang belum di jelaskan yaitu walaupun sikap profesionalisme dengan
implementasi pengecekan rutin laporan keuangan namun bisa di lengkapi dengan sikap
profesionalisme dengan pengecekan dan implementasi bukti laporan pajak sesuai dengan
tagihan setiap tahun untuk adanya implementasi yang kuat dan nyata sehingga dapat
mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kerangka model adalah penggabungan unik dari lini bisnis
model deteksi khusus dan kemampuan pemrosesan data besar, dikombinasikan dengan
potret psikologis-sosial para penghindar pajak akan memungkinkan identifikasi cepat
mereka, meskipun ini tidak berarti bahwa mereka akan melakukan tindakan ilegal.
(Stankevicius & Leonas, 2015). Dalam penelitian ini bisa di ungkapkan dengan
menghubungkan keilmuan perpajakan dengan keilmuan psikologi yaitu menganalisis potret
psikologis sosial seseorang dan masyarakat seperti identifikasi sikap sikap seseorang yang
memiliki kebiasaan penghindaran suatu kewajiban seperti kewajiban membayar hutang,
membayar pajak dan hal lain yang dapat di analisis dengan adanya perubahan dan kebiasaan
sikap psikologi sosial seseorang yang dapat mengarah pada hal yang negative seperti
penghindaran pajak, dengan adanya penelitian tersebut bisa di kaitkan dengan metode
analisis psikologi sikap seseorang sehingga dapat mencegah adanya penghindaran pajak dan
penipuan. Kelemahan yang ada pada penelitian tersebut yang dimiliki oleh bisa di katakan
bahwa hanya menganalisis psikologi seseorang tanpa dengan adanya survey langsung ke
responden yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan penipuan sehingga bisa dikatakan
kurang lengkap tanpa adanya data survey ke responden.

5. KESIMPULAN

Simpulan

Dalam uraian yang telah di jelaskan dapat di simpulkan bahwa adanya keterkaitan dengan
pengendalian internal yang baik dan profesionalisme untuk dapat mencegah adanya
penghindaran pajak dan penipuan, di mana dengan adanya sistem pengendalian yang ketat
dan baik namun tanpa adanya pihak pelaksana yang baik yaitu manusia yang memiliki sikap
profesionalisme maka tidak bisa untuk mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan,
maka dengan adanya penelitian ini di harapkan mampu mencegah adanya penghindaran
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pajak dan penipuan yaitu dari pengendalian internal yang baik yang dapat menganalisis dari
fraud triangle theory yang dikaitkan dengan semakin adanya tekanan, kesempatan maka
dapat meningkatkan angka penghindaran pajak dan penipuan sehingga untuk mengurangi
dan mencegah adanya penghindaran pajak dapat di kurangi dengan mengurangi tingkat
tekanan dan kesempatan seperti tekanan keuangan dan kesempatan yang dapat
memanfaatkan sistem untuk tindakan penghindaran pajak dan penipuan. Dan semakin
profesional dan ahli seseorang dalam menghadapi pekerjaannya di bidang perpajakan maka
akan semakin dapat mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan.

Keterbatasan dan Implikasi

1. Implikasi
Implikasi dalam penelitian ini adalah pengendalian sebaik mungkin harus ada pelaksana
yaitu manusia dengan sikap profesionalisme untuk melaksanakan pengendalian internal guna
mencegah adanya penghindaran pajak dan penipuan.

2. Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menganalisis dua factor yaitu sistem pengendalian
internal dan sikap profesionalisme.

Saran

Peneliti sejenis dan selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif yang menganalisis dari faktor
pengendalian internal dan sikap profesionalisme sehingga di penelitian yang akan meneliti
tentang pencegahan penghindaran pajak dan penipuan bisa di tambahkan factor lain yang
perlu diteliti lagi seperti faktor independensi dan penelitian yang selanjutnya bisa
menggunakan metode kuantitatif dengan data survey.

Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki
kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu beberapa saran diperlukan untuk memperbaiki
penelitian selanjutnya yaitu diharapkan menggunakan metode lain seperti metode interview
untuk mendapatkan kejujuran jawaban responden, dan dapat diperluas lagi objeknya.
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